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ABSTRAK 

 

Jaksa Penuntut International Criminal Court (ICC) memiliki kewenangan Proporio 

Motu Investigations terhadap segala dugaan kejahatan serius yang terjadi di Afghanistan 

termasuk dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat 

(United States Armed Forces) dan anggota Central Intelligence Agency (CIA). Amerika Serikat 

sebagai negara yang sudah sejak lama tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 selalu dengan tegas 

menolak yurisdiksi ICC hal tersebut juga ditunjukan dengan berbagai kebijakan-kebijakan 

yang menunjukan sikap non-kerjasama. Kemudian sebagai respon terhadap kewenangan 

Proporio Motu Investigations Jaksa ICC dalam kasus ini, Pemerintah Amerika Serikat telah 

mengancam para pejabat ICC dan mengeluarkan kebijakan pembatasan visa dan sanksi 

ekonomi dengan menargetkan orang-orang yang terlibat dalam upaya penegakan hukum atas 

kejahatan yang terjadi di Afghanistan. Sehingga dari uraian di atas muncullah perdebatan 

mengenai kebijakan Amerika Serikat yang bersifat menghalangi tersebut dapat dikategorikan 

sebagai Offences Against The Administration Of Justice atau hanya kebijakan biasa yang masih 

dalam batas-batas hukum yang berlaku.  

Dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut 

menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang secara khusus menelaah perundang-

undangan dan teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan antara Amerika Serikat dan 

ICC serta yang berkaitan dengan Offences Against The Administration Of Justice serta 

membandingkan penerapannya dalam berbagai lembaga peradilan. Maka dari hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Amerika Serikat yang secara khusus terkait dengan 

kewenangan Proporio Motu Investigations Jaksa ICC tersebut, merupakan bentuk Offences 

Against The Administration Of Justice sebagaimana yang dilarang dalam article 70 Statuta 

Roma 1998. 

Kata Kunci : Amerika Serikat; International Criminal Court; Offences Against The 

Administration Of Justice; Proporio Motu Investigations; Afghanistan; Kebijakan; Statuta 

Roma 1998. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perdamaian merupakan harapan yang tiada habisnya, perang, 

konfik, hingga terorisme dan kejahatan lainnya yang mengunggah rasa 

kemanusian terus menjadi bagian gelap dalam sejarah kehidupan umat 

manusia. Kekacauan tersebut telah terjadi disegala belahan dunia dalam 

berbagai dimensi waktu, salah satu yang tak terelakan adalah perang yang 

terjadi di Afghanistan. Afghanistan telah mengalami beberapa perang 

saudara dan kerusuhan internal selama beberapa dekade sejak 1970-an, 

yang berpuncak pada invasi Amerika Serikat.1 Pada tahun 2001, Amerika 

Serikat menginvasi Afghanistan dalam mengejar Perang Melawan Teror 

dengan dukungan NATO dan lebih dari 40 negara.2 Afghanistan muncul 

sebagai perhatian kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang signifikan 

pada tahun 2001, saat itu Amerika Serikat dalam menanggapi serangan 

teroris 11 September 2001 memimpin kampanye militer melawan Al Qaeda 

dan Pemerintah Taliban Afghanistan yang menyembunyikan dan 

mendukungnya.3 Berbagai tindakan dilakukan oleh personel Amerika 

Serikat untuk mendukung operasinya. Selama hampir dua dekade, Amerika 

Serikat telah melegitimasi operasi militernya sebagai Operation Enduring 

Freedom dari tahun 2001 sampai 2014 dan Operation Freedom's Sentinel  

dari tahun 2015.4 Baru pada 14 April 2021 Presiden Joe Biden 

mengumumkan bahwa semua pasukan Amerika Serikat akan meninggalkan 

                                                           
1 Sara L. Ochs , The United States, the International Criminal Court, and the Situation in 

Afghanistan, Notre Dame Law Review VOL. 95:2, 2019. hlm 93. 
2 Leoni Connah, US Intervetion In Afghanistan: Justifying The Unjustifiable?, South Asia Reseacrh 

Vol. 41(1): 70–86, 2021. hlm 70. 
3 Clayton Thomas, Afghanistan: Background and U.S. Policy: In Brief, Congressional Research 

Service, 25 Maret 2021. hlm 2. 
4 Leoni Connah. Op. Cit. hlm 70. 
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Afghanistan  pada 11 September dan Militer AS mulai menarik diri dari 

negara itu pada 25 April.5  

 

Dalam invansi tersebut terdapat dugaan Angkatan Bersenjata 

Amerika Serikat (United States Armed Forces) dan anggota Central 

Intelligence Agency (CIA) telah melakukan kejahatan perang terhadap 

tahanan terkait konflik di Afghanistan dan lokasi lainnya terutama pada 

periode 2003-2004.6 Sehubungan dengan itu Jaksa Penutut ICC atau Office 

of the Prosecutor (OTP) yang berada dalam lingkup International Criminal 

Court (ICC) mengajukan permintaan pemberian kewenangan Proporio 

Motu Investigations atas segala kejahatan serius yang terjadi di Afghanistan 

baik yang dilakukan taliban, pemerintah setempat ataupun personel 

Amerika Serikat dan setelah melewati berbagai proses akhirnya  mendapat 

otorisasi untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah 

Afghanistan. Namun proses penegakan hukum terhadap kejahatan yang 

terjadi di Afghanistan, ICC menemui banyak kendala.  

 

Amerika Serikat dan ICC sendiri tidak memiliki hubungan yang 

begitu baik dalam sejarahnya. Awalnya Amerika Serikat merupakan negara 

yang memainkan peran penting dalam Konferensi Roma kemudian, menjadi 

salah satu penentang ICC yang paling vokal dan akhirnya memberikan suara 

menentang adopsi Statuta Roma 1998.7 Ironisnya sebuah artikel yang 

diterbitkan di International Studies Quarterly, menguraikan bahwa 

mayoritas orang Amerika sebanyak 56% mendukung ICC dan benar-benar 

percaya bahwa Amerika Serikat harus menjadi anggota. Jumlah ini tumbuh 

menjadi 65% ketika orang Amerika dijelaskan tentang bagaimana 

pengadilan adalah akomodasi untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, 

                                                           
5David Zucchino, The War in Afghanistan: How It Started and How It Is Ending, New York Times 

28 April 2021. (https://www.nytimes.com/article/afghanistan-war-us.html) Diakses 5 Mei 2021, 

Pukul 21:23 

6 International Criminal Court, Situation in Afghanistan: Summary of the Prosecutor’s Request for 

authorisation of an investigation pursuant to article 15, International Criminal Court, 20 November 

2017.  
7 Sara L. Ochs. Op. Cit.  hlm 91. 

https://www.nytimes.com/by/david-zucchino
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seperti akuntabilitas dan hak asasi manusia.8 Kebijakan suatu pemerintahan 

kadang tidak benar-benar merepresentasikan keinginan dari rakyat nya, hal 

tersebut terlihat dimana permusuhan antara Amerika Serikat dan ICC malah 

makin meluap menyusul permintaan proporio motu investigations oleh 

Ketua Jaksa ICC, Fatou Bensouda, seperti yang telah dijelaskan di atas 

sebelumnya.  Sebagai bentuk upaya perlawan terhadap ICC, Amerika 

Serikat telah melakukan berbagai tindakan untuk menghalangi yurisdiksi 

ICC di negaranya. Di bawah Pemerintahan Trump, hubungan Amerika 

Serikat telah menjadi memburuk ke tingkat yang belum pernah terjadi 

sebelumnya.9 Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintahan Amerika 

Serikat telah melancarkan serangan skala penuh terhadap ICC dengan 

mencela legitimasinya, otoritas, dan prestasi, menghalangi penyelidikan, 

dan dengan keras menarik semua dukungan yang pernah ada untuk 

pengadilan.10 Sebelumnya Amerika Serikat pernah menerbitkan The 

American Servicemember Protection Act of 2002 yang mengatur mengenai 

larangan bekerja sama dengan ICC. Kemudian ditahun 2020 Amerika 

Serikat mengeluarkan perintah eksekutif berupa sanksi ekonomi terhadap 

orang asing dan personel ICC yang ditemukan bertindak dalam mendukung 

penyelidikan Jaksa Penuntut ICC terhadap personel AS.11 Tindakan-

tindakan tersebut tentu saja menyebabkan terlahangnya proses penegakan 

hukum serta melemahkan eksitensi ICC. Amerikat Serikat sendiri merasa 

bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan dengan berbagai alasan baik 

tidaknya yurisdiksi bahkan hingga alasan keamanan nasional.  

 

ICC sendiri merupakan lembaga peradilan yang independen dalam 

yurisdiksi internasional, Dalam melaksanakan tugasnya ICC memiliki 

                                                           
8 Kelebogile Zvobgo, Why the International Criminal Court will investigate possible U.S. war 

crimes — even if the Trump administration says it can’t, The Wangshinton Post. 

(https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/09/why-international-criminal-court-will-

investigate-possible-us-war-crimes-even-if-trump-administration-says-it-cant/) Diakses 8 Juli 2021, 

pukul 16:40. 

9 Op. Cit. Sara L. Ochs. hlm 89. 
10 Ibid. 
11 Congressional Research Service,  International Criminal Court: U.S. Sanctions in Response to 

Investigation of War Crimes in Afghanistan, Congressional Research Service,  19 Juni 2020, hlm 1. 

https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/09/why-international-criminal-court-will-investigate-possible-us-war-crimes-even-if-trump-administration-says-it-cant/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/09/why-international-criminal-court-will-investigate-possible-us-war-crimes-even-if-trump-administration-says-it-cant/
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beberapa kejahatan yang menjadi kewenangannya yaitu kejahatan genosida, 

kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi.12 

Perlu digaris bawahi bahwa ICC adalah lembaga peradilan alternatif dan 

merupakan pilihan terakhir artinya harus ada mekanisme upaya penegakan 

hukum domestik terlebih dahulu sebelumnya akhirnya diadili oleh ICC. 

Maka meskipun tampaknya sangat kuat karena dapat mengeluarkan 

dakwaan dan mengejar tanggung jawab pidana tersangka kriminal 

internasional dalam skala dunia, Ia tidak dapat mengambil tindakan 

yudisial, seperti mengeksekusi penangkapan terdakwa yang didakwa dalam 

dakwaan.13 Selain itu dalam proses investigasi, persidangan kasus, dan 

pelaksanaan putusan, ICC harus bergantung pada kerja sama negara-negara 

diberbagai bidang seperti bantuan dalam penyelidikan dan pengumpulan 

bukti, melakukan penangkapan, mentransfer terdakwa dan melaksanakan 

putusan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apakah ICC dapat 

beroperasi secara efektif dan menjalankan misinya akan sangat bergantung 

pada cakupan dan tingkat kerja sama yang diberikan oleh negara bagian.14 

 

Terganggunya penegakan hukum ICC juga dapat menyebabkan 

impunitas. Definisi impunity dalam kerangka hukum internasional disini 

adalah ketidakmungkinan de-jure atau de-facto untuk membawa pelaku 

pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif atau 

disipliner, karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan.15 

Padahal idealnya mereka diharapkan dapat dijadikan objek pemeriksaan 

yang memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, 

apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan 

untuk melakukan reparasi kepada korban-korban mereka.16 Memang sudah 

                                                           
12 Article 5 Statuta Roma 1998 
13 Zhu W, On co-operation by states not party to the International Criminal Court, International 

Review Of The Red Cross Volume 88 Number 861, Maret 2006, hlm 88. 
14Ibid. 
15 KontraS, The Administration Of Justice And The Human Rights Of Detainees dan Promotion and 

Protection of Human Rights, Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), 

Jakarta, 2005. hlm i. 
16 Ibid. 
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menjadi rahasia umum bahwa untuk  membawa para pelaku yang 

melakukan extraordinary crime ke dalam persidangan merupakan hal yang 

sukar dilakukan. Dari masa lalu bahkan sampai saat ini telah menjadi 

konsekuensi para penegak hukum untuk menempuh jalan berliku-liku 

dalam usaha menuntut tanggung jawab para pelaku kejahatan kemanusian 

maupun kejahatan perang. Kepetingan politik, ketidakinginan untuk 

bertanggungjawab oleh penguasa tertentu yang kemudian mendorong 

kekuatan suatu negara untuk melahirkan impunitas dan melatarbelakangi 

tidak tersentuh para pelaku kejahatan tersebut. Impunitas yang 

berkepanjangan dapat menyebabkan terganggunya fungsi peradilan dan 

sistem peradilan pidana yang dalam hal berkaitan dengan eksistensi ICC.  

Lembaga peradilan internasional yang independen tentu diharapkan untuk 

mampu menyeret para pelaku kejahatan kelas dunia ke meja hijau, maka 

ketidak-mampuan tersebut tentu saja menimbulkan tanda tanya dan 

keresahan masyarakat akan efektifitas lembaga tersebut serta akan 

menurunkan wibawa ICC sebagai lembaga peradilan internasional. 

Kemudian hal ini tentu saja akan menyebabkan luka yang mendalam bagi 

para korban yang mengharapkan keadilan.  

 

Sebelumnya ICC juga mendapatkan kritik karena hanya menangani 

kasus yang berkaitan dengan wilayah Afrika. Dimana tuduhan tersebar luas 

bahwa pengadilan tersebut secara tidak adil menargetkan negara Afrika  dan 

berusaha untuk merusak kedaulatan negara anggota yang kemudian telah 

menciptakan krisis legitimasi di pengadilan, mendorong penarikan beberapa 

negara Afrika dan negara-negara Asia dari Statuta Roma 1998.17 Dalam 

upaya melawan persepsi global tersebut, pada tahun 2016 Jaksa ICC 

menegaskan kembali kebijakan untuk menyelidiki berbagai kejahatan yang 

dilakukan di lokasi geografis yang beragam.18 Namun  kita dapat melihat 

bersama, saat ICC ingin melaksanakan yurisdiksinya ditempat yang 

beragam tersebut malah terkendala kekuatan negara-negara besar seperti 

                                                           
17 Op. Cit., Sara L. Ochs. hlm 90. 
18 Ibid. 
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yang dilakukan Amerika Serikat dalam kasus ini dan membuat ICC tidak 

dapat menerapkan yurisdiksinya sebagaimana mestinya.  

 

Uraian di atas menunjukkan berbagai dampak negatif dari kebijakan 

Amerika Serikat yang telah mengahalangi proses penegakan hukum ICC. 

Dalam konteks hukum pidana internasional menuai tanda tanya tentang 

apakah kebijakan Amerika Serikat tersebut dibenarkan berdasarkan hukum 

pidana internasional. Penulis dalam hal ini ingin mengkaji kebijakan 

tersebut dengan kaitannya terhadap konsep obstruction of justice dalam 

sudut pandang hukum pidana internasional, yang dalam Statuta Roma 1998 

sendiri diatur hal serupa dengan istilah pelanggaran terhadap administrasi 

peradilan (Offences against the administration of justice). Banyak istilah 

mengenai Offences against the administration of justice, dalam yurisdiksi 

common law,  biasanya tercakup di bawah doktrin Contempt Of Court, 

sementara yurisdiksi lain biasanya memiliki ketentuan yang berkaitan 

dengan halangan atau menyesatkan administrasi peradilan, atau merusak 

saksi dan/atau bukti.19 Tindakan ini pada intinya adalah bentuk dari campur 

tanggan terhadap peradilan. Konsep tersebut akan dikaji dalam kaitannya 

dengan kasus ini khusunya terhadap kebijakan Amerika Serikat yang 

menghalangi ICC, apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikategorikan 

Offences against the administration of justice sebagai dalam prakteknya. 

 

Kepastian hukum terkait offences against the administration of 

justice sangat penting dibahas untuk memastikan tidak adanya para pelaku 

yang berusah lari dari tanggung jawabnya dan diharapkan mampu membuat 

setiap negara untuk menghormati setiap mekanisme penegakan hukum yang 

ada, karena pada intinya, hukum pidana internasional ada untuk dua tujuan 

untuk mengakhiri impunitas yang secara tertib untuk menuntut para pelaku 

kejahatan paling menghebohkan di dunia dan membawa beberapa bentuk 

                                                           
19 Lucy Richardson, OBSTRUCTION OF JUSTICE: CONTINUED CHALLENGES BEFORE 

INTERNATIONAL TRIBUNALS, Oxford University Press: Journal of International Criminal Justice 

Vol. 15, 2017, hlm 743. 
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keadilan dan penghiburan bagi para korbannya.20 Maka dengan segala 

keterbatasan ICC dan penolakan negara-negara perlu ditelaah kembali 

penegakan hukum pidana internasioal sebagai upaya terkahir yang menjadi 

harapan seluruh masyarakat dunia. Negara-negara tentu diharapkan mampu 

menghormati eksistensi lembaga tersebut, dalam hal ini tidak terkecuali 

bagi negara adikuasa seperti Amerika Serikat, karena jika keadaan tersebut 

terus dibiarkan negara lainnya pun dapat melakukan penolakan serupa, 

maka jika demikian akses terhadap keadilan dan kebenaran hanyalah akan 

menjadi mitos belaka. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka telah dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah kebijakan Amerika Serikat terhadap International Criminal 

Court (ICC) khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Proporio 

Motu Investigations Jaksa ICC atas kejahatan yang terjadi di 

Afghanistan dapat dikategorikan sebagai offences against the 

administration of justice berdasarkan hukum pidana internasional?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih dalam apakah 

kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap International Criminal 

Court (ICC) khususnya kebijakan yang terkait dengan kewenangan Proprio 

Motu Investigations Jaksa ICC, dapat dikategorikan sebagai offences 

against the administration of justice atau merupakan kebijakan yang masih 

sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Mengingat pentingnya untuk 

mengidentifikasi tindakan offences against the administration of justice 

guna mencagah para pelaku kejahatan lari dari tanggung jawabnya dan 

memastikan lembaga peradilan dapat melaksanakan mandatnya 

                                                           
20 Michael Bacrhach, The Protection and Rights of Victims under International Criminal 

Law,  Dedman School of Law VOL. 34, NO. I, 2000. hlm 7. 

https://scholar.smu.edu/law
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sebagaimana mestinya khusus terhadap penegakan hukum atas segala 

dugaan kejahatan serius yang terjadi di Afghanistan. 

 

1.4. Metode Penelitian 

1.4.1. Metode Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini Metode pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono 

Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti seperti mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur 

yang relevan.21 Dengan demikian data yang akan digunakan dalam 

penulisan ini adalah data sekunder yaitu, data yang diperoleh 

melalui studi pustaka meliputi buku-buku, artikel, dokumen-

dokumen, jurnal, serta internet yang berkaitan dengan penelitian. 

Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

 

1.4.2. Sumber Hukum  

Berdasarkan segala uraian sebelumnya, penulis merasa tepat 

apabila dalam penulisan ini untuk menggunakan bahan-bahan 

sebagai berikut :22: 

a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan 

hukum yang mengikat. Contohnya adalah perundang-

undangan dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan 

hukum yang digunakan adalah Statuta Roma 1998, Rules 

of Procedure and Evidence STL, Rules of Procedure and 

                                                           
21 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14. 
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia UI-Press : 

Jakarta, 1982, hlm. 10 
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Evidence ICTY, Internal Rules Extraordinary Chambers 

in the Courts of Cambodia, dan peraturan lainnya.   

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

Contohnya adalah doktrin atau pendapat ahli, hasil 

penelitian akademis, karya-karya ilmiah para sarjana, 

jurnal- jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah 

terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang 

penulis bahas di dalam penulisan hukum. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus 

umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, dan lain- lain. 

 

1.5. Rencana Sistematika Penulisan 

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulisan hukum ini 

akan terbagi menjadi lima bab. Bab Pertama sepertinya telah kita baca 

bersama menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, serta cara-

cara untuk mencapai penelitian ini. Kemudian pada Bab Kedua akan 

membahas mengenai proporio motu investigations atas dugaan kejahatan 

yang terjadi di Afghanistan, bab ini akan menjelaskan ulasan mengenai apa 

itu proporio motu investigations, dan situasi di Afghanistan yang menjadi 

alasan Jaksa ICC untuk memulai proporio motu investigations ini, serta 

proses Jaksa ICC mendapatkan kewenangan tersebut. 

 

Pada Bab Ketiga akan membahas mengenai respon Amerika Serikat 

terhadap kewenangan proporio motu investigations Jaksa ICC. Pada bab ini 

akan diuraikan terlebih dahulu bagaimana sikap Amerika Serikat selama ini 

terhadap ICC yang kemudian menjadi dasar atas berbagai kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkannya, serta menguraikan kebijakan apa saja yang 
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telah dikeluarkan terhadap ICC, dan yang paling penting adalah termasuk 

menguraikan kebijakan yang dikeluarkan sebagai respon kewenangan 

proporio motu investigations Jaksa ICC terhadap dugaan kejahatan yang 

terjadi di Afghanistan. 

 

Lebih lanjut pada Bab Keempat akan dianalisis mengenai kebijakan-

kebijakan Amerika Serikat terhadap International Criminal Court dalam 

kaitannya terhadap offences against the administration of justice 

berdasarkan hukum pidana internasional. Dalam bab ini penulis akan 

memberikan ulasan mengenai apa itu offences against the administration of 

justice serta menguraikan aturan serupa dan penegakannya di lembaga 

peradilan internasional maupun peradilan ad hoc, serta menguraikan 

perbedaan antar sikap non-kerjasama dan offences against the 

administration of justice. Atas segala pemaparan tersebut maka berikutnya 

akan menguraikan puncak dari penelitian ini yaitu analisis atas kebijakan 

Amerika Serikat dalam kaitannya terhadap offences against the 

administration of justice. Sebagai penghujung dari penulisan hukum ini 

akan ditutup pada Bab Kelima yang akan membahas mengenai kesimpulan. 
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